
 

 

 

ABSTRAK 

 

Nandar Ismail Husaeni. 1213060090. : Sanksi Tindak Pidana Penistaan 

Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 

72/Pid.Sus/2020/PN.Psb. Perspektif Hukum Pidana Islam. 

Kasus penistaan agama dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb, 

Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan kepada 

terdakwa Ahmad Fadil atas perbuatan penistaan agama yang dilakukan dalam 

kegiatan keorganisasian HMI Cabang Pasaman Barat. KUHP mengatur pelaku 

tindak pidana penistaan agama dalam pasal 156a paling lama 5 sampai 6 tahun 

penjara. Sedangkan jika di bandingkan dengan perspektif Hukum Pidana Islam, 

perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah berat yang dapat 

dikualifikasikan sebagai jarimah sabb-din atau sabb-Nabi, yang dalam literatur fiqh 

berpotensi dikenakan sanksi hudud atau ta’zir. 

Penelitian ini memiliki tujuan yang mengarah kepada mengkaji dan 

mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim, unsur-unsur sanksi tindak pidana 

penistaan agama dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta menganalisis 

efektivitas sanksi pidana tersebut dalam kerangka teori Maqashid Syari’ah dan fiqh 

jinayah. 

Penelitian ini juga memiliki landasan, yang menjadi landasan berpikir 

dalam penelitian ini yaitu, pada pertimbangan formil dan materil, serta 

pertimbangan keringan hukum hakim, unsur syar’i, unsur materil, dan unsur moril, 

serta efektivitas penjatuhan sanksi pidana dalam menjaga kemaslahatan dan 

ketertiban sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqashid 

Syari’ah, sebagai pendekatan dalam menganalisis putusan dan pandangannya 

dalam perspektif dengan Hukum Pidana Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif 

analisis. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber 

hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui teknik studi pustaka dan dokumen. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara induktif dengan tahapan 

mengumpulkan, menghubungkan, mengolah, menganalisis, dan menarik 

kesimpulan. 

Hasil dari penelitian yang telah tertulis menunjukkan, Pertama, 

pertimbangan keringanan hukum Majelis Hakim sudah cukup memenuhi aspek 

formil dan materil telah sesuai dengan hukum positif, namun dalam konteks Hukum 

Pidana Islam sanksi yang dijatuhkan termasuk kategori ringan, tidak sebanding 

dengan apa yang telah di putus oleh hakim. Kedua, unsur-unsur penistaan agama 

dalam putusan tersebut telah terpenuhi dalam pandangan hukum Islam, yakni unsur 

syar’i, materil, dan moril. Ketiga, efektivitas sanksi pidana dalam putusan tersebut 

masih kurang optimal jika ditinjau dari Maqashid Syari’ah karena belum 

sepenuhnya mampu menjaga kehormatan agama dan mencegah terulangnya 

perbuatan serupa yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan konflik 

keagamaan. 
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